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ABSTRAK

Rahmat Abdullah. Akuntabilitas Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan
Limbah Organik Di Kecamatan Camba Kabupaten Maros (dibimbing oleh
Fatmawati dan Adnan Ma'ruf),

Penelitian ini memfokuskan permasg
pada pengelolaan limbah organik di Kecamay

an pada akuntabilitas pemerintah
n Ca ba Kabrupaten Maros, tujuan
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu masalah yang s

N
limbah. Limbah merupaks /

di Indonesia adalah masalah

M PEMANEDUS AT

golongan saja.

Masyarakat melakukan kontrol terhadap lembaga pemerintahan, itu
merupakan wujud dari bentuk partisipasi masyarakat. Hal ini sangat penting
untuk di perhatian secara bersama, karena akuntabilitas tidak hanya diperlukan
bagi pemerintah saja akan tetapi juga bagi masyarakat. Akuntabilitas bagi
masyarakat harus dibarengi dengan adanya sarana dan akses yang sama bagi

seluruh masyarakat untuk mengontrol pemerintah. Jika akses diberikan oleh

1




pemerintah, maka saran tersebut bisa dimanfaatkan untuk perperan serta dan
melakukan kontrol.

l.embaga Administrasi Negara (2000) menyimpulkan bahwa wujud
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pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legimare. Dengan akuntabilitas juga
akan dapat diukur bagaimana mereka menyelenggarakan dan mempertahankan
tanggungjawab mereka terhadap pencapain hasil.

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia vang sedang berusaha

menerapkan good governance dengan baik. Berbagai assessment yang




diadakan oleh lembaga-lembaga internasional selama ini menyimpulkan bahwa
Indonesia sampai saat ini belum pernah mampu mengembangkan good
governance. Mungkin karena alasan itulah gerakan reformasi yang digulirkan

oleh para mahasiswa dari berbagai ki

Iah menjadi good governance

masih terbatas pada praktik K

o

Kecematan Camba terdapat tumpukan limbah yang tidak seimbang dengan
tempat pembuangan yang di sediakan pemerintah daerah untuk menampung
Imbah atau sampah tersebut. Hak ini menunjukan bahwa permasalahn limbah
cukup berpengaruh bagi pembangunan perkotaan yang lebih baik sehingga

perlu mendapat perhatian yang serius oleh semua pihak. khususnya pemerintah




daerah terlebih dengan adanya tanggungjawab antara pusat dan daerah dalam
menangani hal persampahan yang juga termasuk urusan mengenai lingkungan
hidup.

Undang-undang No 32 tah 004 tentang pemerintah  daerah,
selanjutnya membentuk  aturs

= /\ masalahan’ limbah atau
../ 'h pengelolaan
| Hlml‘.‘” il | e

persampahan ini yaitu
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Lingkungan Hidup.

Pemerintah  Daerah  Kabupaten Maros terkhusus pada Dinas
Lingkungan Hidup yang merupakan penyelenggara dan pelaksana tugas dalam
aspek kebersihan harus memiliki kapabilitas yang harus dimiliki adalah
“akuntabilitas vaitu suatu ukuran vang menunjukkan seberapa besar tingkat




kesesuaian penyelenggaraan dengan ukuran nilai-nilai ataupun norma ekternal
vang ada pada masyarakat yang dimiliki oleh para stakeholders™,
Persoalan yang timbul pada saat ini adalah realitas pelaksanaan

mengenai pengelolaan dan penyedian témpat pembuangan akhir khususnya

dari 3 (tiga) kecemata
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peneliti akan menganalisis Akuntabilitas Dinas Lingkungan Hidup. Oleh
karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:
Akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Limbah Organik di

Kecematan Camba Kabupaten Maros.




B. Rumusan Masalah
I. Bagaimanakah akumtabilitas internal Pemerintah Daerah  dalam

pengelolaan limbah organik di Kecamatan Camba?
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akuntabilitas pengelolaan limbah organik.

2. Kegunaan Praktis

Melalui hasil penclitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau
evaluasi bagi penyelenggara pelavanan terkhusus dalam akuntabilitas

akuntabilitas pengelolaan limbah organik di kecematan camba,




BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA
A. AKuntabilitas
1. Pengertian AKkuntabilitas

Akuntabilitas adalah
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sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah
pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang
sesungguhnya. Dengan demikan akuntabilitas didefenisiskan sebagai salah
satu perwujudan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan




dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnva, melalui suatu media

pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Secara harfiah. konsep akuntabilitas berasal dari kata account yang

didefinisikan secara sempit sebagai kemampuan untuk memberi jawaban
kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan “seseorang” atau “sekelompok
orang” terhadap masyarakat secara luas atau dalam suatu organisasi. Dalam

konteks institusi pemerintah, “sescorang™ tersebut adalah pimpinan instansi

pemerintah  sechagai penerima amanat yang harus  memberikan




pertanggungjawaban atas pelaksanaan amanat tersebut kepada masyarakat
‘atau publik sebagai pemberi amanat.
Strarling dalam Kumorotomo (2005: 4) mengatakan bahwa

akuntabilitas jalah  kesediaan unt enjawab  pertanyaan  politik.

//"up“\\\\

atas tindakan-

tindakan yang dilakukannya terutama terhadap pihak pihak yang dalam

sistem politik telah diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dan
evaluasi terdahap organisasi publik.

Dua model akuntabilitas yang pertama sesungguhnya tidak banyak

berbeda dengan  konsep-konsep tentang kontrol, pengawasan atau
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pengendalian dalam  birokrasi publik. Kemudian konsep accountability
berbeda dengan konsep demokrasi partisipatif, bahwa aktivitas politik dan
pelayanan publik harus memiliki kaitan yang erat dengan proses konsultatif
dan kerjasama antara wakil rakyat dém, masyarakat pada tingkat lokal.

N

Sedangkan konsep market

adanya kompetisi dan g
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yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah atau

principal ~ yang memiliki  hak dan  kewenangan untuk  meminta
pertanggungjawaban  terscbut.  Akuntabilitas  adalah  pelaksanaan
pertanggungjawaban dimana dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak

yang terkait harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan
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kewenangan yang diberikan di bidang tugasnya, Prinsip akuntabilitas
terutama berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas

kegiatan dalam pencapaian sasaran, target kebijakan atau program yang

telah dibuat agar tercapai tujuan yabg telah ditetapkan. Akuntabilitas

(accountability) 'beffung.g_
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ditetapkan sebelunya. melalui suatu media pertanggungjawaban vang
dilaksanakan secara periodik.

Akuntabilitas birokrasi terkait dengan lembaga eksekutif pemerintah
vang tugas utamanya melayani masyarakat harus dipertanggungjawabkan

secara langsung maupun tidak langsung hasil kerja birokrasi melalui



program-program untuk dilaporkan kemasyarakat, dalam pedoman pelaporan
akuntabilitas kinerja  instansi  pemerintah  wajib  menyampaikan
pertanggungjawaban untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan

tindakanya kepada pihak vang memiliki hak dan keberwenmangan untuk

meminta pertanggungjawaban,
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pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai

suatu  proses  membeda-bedakan atas perencanaan. pengorganisasian,
penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni

agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
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Pengelolaan atau yang bisa disebut dengan manajemen pada

umumnya sering dikatakan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa

perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan.

pelayanan publik. harus ditangani oleh petugas/pejabat yang ditujuk
berdasarkan Surat Keputusan/Surat Penugasan dari Pejabat yang
berwenang.

b. Akuntabilitas produk pelavanan publik



1) Persyaratan teknik dan andministratif harus jelas dan dapat di per-

tanggungjawabkan dari segi kualitas dan keabsahan produk pelayanan.

2) Prosedur dan mekanisme kerja hdriis sederhana dan dilakukan sesuai

dengan ketentuan yang tels

14
pelasinanadn.

\\\\\"'h

. Jujur. objektif. transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan
manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemuktahiran metode

dan teknik pengukuran kinerja dan penyususnn laporan akuntabilitas,

Menurut Leviene (1997), Akuntabilitas berkenaan dengan standar
cksternal yang menentukan kebenaran suatu tindakan oleh Administrasi




Negara. Akuntabilitas publik menunjukan seberapa besar kebijakan dan
kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politk vang dipilih oleh
takyat, karna dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh birokrasi

publik atau pemeritah, tetapi juga dini ukuran cksternal seperti nilai-

nilai norma yang berlaku di mas

o
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tingkatan efisiensi, efektivitas, kejujuran. dan kebijaksanaan tertinggi,

2. Prinsip-Prinsip Akuntabilitas
Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah.

perlu memperhatikan prinsip-prinsip (Adisasmita, 2011:90) sebagai berikut:
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I} Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk
melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.

2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan
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kepada pemberi mandat (wewenang). Dalam pelaksanaan akuntabilitas
diperlukan pula perhatian dan komitmen yang kuat dari atasan langsung
instansi untuk mengevaluasi akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan
(Adisasmita, 2011: 90),

3. Jenis Akuntabilitas




ﬂ MILIK PEREUSTAKAAN
L UNISMUH MAKASSAR

Akuntabilitas merupakan sikap dan watak kehidupan manusia vang
dapat dilihat dari dua sisi, yakni: (a) akuntabilitas internal seseorang dan (b)

akuntabilitas eksternal seseorang. Dari sisi internal sescorang. akuntabilitas

\\m\lh,,//
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eseorang., K
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atau mengemukakan pendapat. Makna pentingnya akuntabilitas sebagai unsur
utama good governance antara lain tercermin dari berbagai Kategori
akuntabilitas, Menurur Chandler dan Plano membedakan lima jenis

akuntabilitas yaitu :

1) Akuntabilitas fiskal-tanggungjawaban atas dana publik
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2) Akuntabilitas legal-tanggungjawab untuk mematuhi hokum
3) Akuntabilitas program-tanggungjawab untuk menjalankan suatu program
4) Akuntabilitas proses-tanggungjawab untuk melakukan prosedur
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dengan jaminan 1

yang diisyaratkaan dalampenggunaan sumber daya publik. Untuk
menjamin dijalankannya jenis akuntabilitas ini perlu dilakukan audit
kepatuhan.

2) Akuntabilitas proses, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan prosedur

yang digunakan dalam melakukan tugas apakah sudah cukup baik. Jenis
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akuntabilitas ini dapat diwujutkan melalui pemberian pelayanan yang ce-
cepat, responsif, dan murah biaya.
3) Akuntabilitas program, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan

perimbangan apakah tujuan yang dapat tercapai dengan baik.
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Berbeda halnya dengan pendapat dari Samuel Paul dalam mardiasmo

vang menyatakan ada 3 jenis akuntabilitas, diantaranya vaitu:
1) Domocrarik accountability. merupakan gabungan antara politikal dan
‘administrasi dimaksudkan akuntabilitas dilaksanakan secara herarki dan

berjenjang yang dimulai dari unit-unit yang paling bawah sampai yang
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paling atas pemerintah berlatanggungjawab atas kinerja dan semua
kegiatanya kepada penanggung jawab yang berwenang sesuai dengan
peraturanya masing-masing,

2)  Professional accountability. Artingaydalam melakukan tugas-tugasnya

melalui penyelenggaraan pengelolaan yang cepat. responsif dan murah biaya.

Akuntabilitas tidak hanya memberi pernyataan finansial pada otoritas
atau lembaga yang lebih tinggi. namun merupakan mekanisme pengungkapan

pandangan. Penggambaran fungsi dan Kekuasaan menurut garis herarki saja

tida akan mendukung akuntabilitas. Maka akuntabilitas merupakan proses
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didalam menjalankan tugas dan tanggungjawab dalam menjalankan program
yang diimplementasikan, dan juga dalam kebijakan yang dibuat atau
dirumuskan.
4. Indikator Akuntabilitas
Rosjidi (2001) Instruksi
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. Upaya-Upaya Peningkatan Akuntah

1) SKPD harus menyusun aturan main tentang sistem akuntabilitas termasuk
mekanisme pertanggungjawaban,

2) SKPD perlu menyusun pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan
kinerja penyelenggara daerah dan sistem pengawasan dengan sangsi yang
jelas dan tegas.




3) menyediakan informasi secara jelas kepada publik.
4) SKPD menyusun rencana pengembangan sesuai dengan aturan dan
kemampuan daerah.

5) memperbaharui rencana kerja yang sehagai kesepakatan komitmen

o
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1 ke

han negara
secara baik dan benar diper \__J_,,__..,{ g bersifat
internal maupun eksternal. Pengawasan adalah salah sati fungsi organik
manajemen, yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan
menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas oraganisasi akan dan
telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana. kebijaksanaan, instruksi

dan ketentuan- ketentuan yang telah ditetapkan dan vang berlaku. Pengawasan

scbagai fungsi manajemen sepenuhnya adalah tanggung jawab setiap pada




tingkat manapun. Hakikat pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin
terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan
dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas-

tugas organisasi, Karena pengawasan sebagai bagian dari aktivitas dan

tanggungjawab  pimpinan, sass adalah  mewujudkan dan

melihat bahwa birokrasi publik selama ini hanya dijadikan sebagai alat politik
bagi rejim yang berkuasa, rakyat Kini sulit untuk menghargai apa yang
dilakukan oleh pejabat pemerintah, birokrat atau unsur-unsur vang lain yang

terdapat dalam sistem tersebut. Kesulitan untuk menuntut pertanggung jawaban

pemerintah terhadap kualitas pelayanan publik terutama discbabkan karena
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sosok pemerintah itu sendiri tunggal. Ketunggalan pemerintah menyebabkan
semua kebijakan terpusat (setralistik). Semua informasi vang masuk ke

lembaga publik akan tetap disalurkan melalui penyelenggara pemerintah

d
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secara wajar, Pemerintah mode

pelayanan kepada masyarakat, pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani
dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat. menciptakan kondisi yang
memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan

kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.
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Thomas Hobbes dalam Kumorotomo (2005: 15) pemerintah dipastikan
kehadirannya untuk memenuhi twjuan mulia. yaiu terciptanya keteraturan

sebagai apa yang kita istilahkan dengan terciptanya ketentraman dan ketertiban

\\\\\‘i, '://A

2 3 )

LSRR ALY s&,

A "l :
~ 7 SO

kelompok tertentu dalam cara yang merugikan atau memarjinalkan kelompok
masyarakat lainnya. Adanya mekanisme keseimbangan dan kontrol (checks
and balance) inilah yang menjadi salah satu ciri umum terselenggaranya sistem

pemerintahan yang demokratis dan akuntabel (LAN : 2004: 4)




2

Rasyid (2000: 36) fungsi-fungsi pemerintah adalah fungsi pengaturan,
pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Pelaksanaan fungsi pengaturan
yang lazim dikenal dengan fungsi regulasi dengan segala bentuknva,
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pelayanan kebutuhan hidup masyarakat, pemerintah memiliki peranan vang
penting dan menentukan. Eksistensi pelayanan pemerintah terhadap
masyarakat merupakan suatu kebutuhan dan keharusan karena rakvat adalah
pemegang saham (sumber-sumber) Negara, dimana posisi rakyat adalah

sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan atas Negara.
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C. Konsep Limbah
1. Pengertian Limbah
Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi

baik industri maupun domestik (ru

gg&}. Dengan demikian definisi
limbah merupakan suatu sisa af 2 dianggap tidak bernilai

(4
\
‘\

tertentu, kehadiran limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan

terutama bagi keschatan manusia, sehingga perlu dilakukan penanganan
terhadap limbah. Tingkat bahaya keracunan yang ditimbulkan oleh limbah

tergantung pada jenis dan karakteristik limbah,
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Sementara dalam Peraturan Pemerintah No 101 tahun 2014, pengertian
limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan dan keputusan menperindag
RINO. 231/MPP/KEP/7/1997 Pasal | limbah adalah bahan atau barang sisa

atau bekas dari suatu kegiatan atau proses produksi vang fungsinva sudah
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; vang dihasilkan oleh
kegiatan industri yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat mencemari
lingkungan.

2. Limbah gas dan partikel. adalah jenis limbah berbentuk gas vang banyak
dibuang ke udara.
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3. Limbah padat, adalah hasil buangan industri yang berupa padatan, lumpur,

dan bubur yang berasal dari sisa proses pengolahan, sering juga disebut
sebagai sampah,

). Pengelolaan Limbah

a :4"" \\\‘“h:///
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ada saat ini, sampah menjadi sulit dikelola oleh karena berbagai hal :

I) Pesatnya perkembangan teknologi. lebih cepat dari  kemampuan
masyarakat untuk mengelola dan memahami masalah persampahan

2) Meningkatnya tingkat hidup masyarakat yang tidak disertai dengan

keselarasan pengetahuan tentang persampahan




3) Meningkatnya biaya operasi. pengelolaan dan konstruksi di segala bidang
termasuk bidang persampahan

4) Kebiasaan pengelolaan sampah yang tidak efisien. tidak benar,
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8) Kurangnya pengawasan dan pelaksanaan peraturan

9) Sulitnya menyimpan sampah sementara yang cepat busuk, karena cuaca
vang semakin panas.
10) Sulitnya mencari partisipasi masyarakat untuk membuang sampah pada
tempatnya dan memelihara kebersihan



11) Pembiayaan vang tidak memadai, mengingat bahwa sampai saat ini ke-
banyakan sampah dikelola oleh pemerintah

12) Pengelolaan sampah di masa lalu dan saat sckarang  kurang

memperhatikan  faktor teknis _dam, non teknis seperti partisipasi

masyarakat dan penyuluha

P =——N

banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang
dihasilkan. Menurut Suyoto (2008) tindakan yang dapat dilakukan
berkaitan dengan program reduce: Hindari pemakaian dan pembelian
produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar, gunakan

kembali wadah/kemasan untuk fungsi yang sama atau fungsi lain,
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gunakan baterai yang dapat di charge kembali,jual atau berikan sampah
vang terpilah kepada pihak yang memerlukan,ubah pola makan (pola
makan sehat : mengkonsumsi makanan segar, kurangi makanan

kaleng/instan), membeli barang m kemasan besar (versus kemasan
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gelas atau botol plastik untuk pot bibit. dan macam-macam kerajinan,
bekas kemasan plastik tebal isi ulang digunakan sebagaitas, styrofoam
digunakan untuk alas pot atau lem, potongan kain/baju bekas untuk lap.
keset, dan lain-lain. majalah atau buku untuk perpustakaan, kertas koran
digunakan untuk pembungkus.




33

3) Recyele, prinsip recvele dilakukan dengan cara sebisa mungkin, barang-
barang vangsudah tidak berguna lagi, bisa didaur ulang. Tidak semua

barangbisa didaur ulang. namun saat ini sudah banyak industri non-

formal dan industri rumah tang 7\ memanfaatkan sampah menjadi
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E. Kerangka Pikir
Secara umum pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu
sebagai politisi. perumus kebijakan, dan administrator. pemerintah sebagai
perumus kebijakan memiliki tugas yang sangat penting karena pemerintah bisa
jatuh karena pemilihan kebijakan yang ditetapkan dan diterapkan agar dapat




mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-

usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan

operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan
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Efisiensi Pemerintahan Daerah dalam
Pengelolaan Limbah Organik di Kecematan
Camba, Kabupaten Maros

Bagan 2.1 Kerangka Pikir
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F. Fokus penelitian

Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi penelitian guna memilih

h

ternal dan akuntabilitas
N\

L il
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| { 1. 1

vang ada di kecamatan Camba, Kabupaten Maros

2. Akuntabilitas Internal yakni adalah pertanggung jawaban pemerintah vang
berlaku pada organisasi internal pada penyelenggaraan program. Dimana
setiap pejabat  dan pegawai mempertanggug jawabkan kinerjanva pada
atasannya Kkhususnya pada pengelolaan limbah organik yang ada di

kecamatan Camba Kabupaten Maros.
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3. Akuntabilitas eksternal yakni adalah semua yang melekat pada lembaga

‘organisasi untuk mempertanggung jawabkan seluruh amat vang diterima

dan dilaksanakan khususnya dalam pengelolaan limbah yang ada di




BAB 111
METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian
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secara objektif mengenai strategi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana
narkoba di polres pangkep Sama halnva menurut Sugiyono (2012: 11)
penclitian berdasarkan tingkat kejelasan dapat didefinisikan bahwasannya

Penelitian diskriptif merupakan penelitian yang dilakukan agar mengetahui
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seberapa besar nilai variabel mandiri, baik pada satu variabel atau mandiri
tanpa membuat perbandingan, dan menghubungkan pada variabél yang lain.
C. Sumber Data

Penelitian ini penulis mengg data vang menurut penulis sesuai

dengan objek penelitian sehin

akuntabilitas pengelolaan limbah organik.
Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara purposive
sampling, Yaitu, teknik penerikan sampel secara subjektif dengan maksud dan

tujuan tertentu yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut




memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan dan
mendapatkan data secara valid dan akuntabel.

Adapun yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini adalah:
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pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang benar-benar terjadi
di Dinas Kebersihan Kecamatan Camba Kabupaten Maros. Kegiatan
pengamatan terhadap objek penelitian ini untuk memperoleh keterangan-
Keterangan data yang lebih akurat dan untuk mengetahui relevansi antara

jawaban responden dan kenyataan yang terjadi dilapangan dalam hal

pengelolaan limbah organik di Kecematan Camba Kabupaten Maros,




2. Wawancara
Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara mengadakan tanya jawab secara
lisan dan mendalam terhadapa beberapa informan vang diambil sebagai

sampel baik dari kepala dinas. idang, maupun masyarkat yang ada

di Kecematan Camba Kabups /\

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian,
karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tampa mengetahui

teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data

vang memenuhi standar data yang ditetapkan.
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2. Reduksi Data
Reduksi data  merupakan komponen pertama analisis data vang
mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak

penting dan mengatur data sedemiki pa sehingga kesimpulan peneliti

dapat dilakukan,

2, Triangulasi teknik yaitu pengumpulan data vang diperoleh dari satu sumber

deng_an menggunakan bermacam-macam cara atau teknik tertentu untuk

diuji keakuratan dan ketidak akuratannya.
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3. Triangulasi waktu yaitu triangulasi waktu berkenan dengan waktu pengam-

bilan data yang berbeda agar data yang diperoleh lebih akurat dan kredibel
dari setiap hasil wawancara yang telah dilakukan pada informan,




BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Letak Geografis dan Kondisi

Kabupaten Maros ‘u/,.f‘ dbupaten di Provinsi Sulawesi
Selatan, terletak dibag ara 40'45°50°07°
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Maros, yang merupakan Bandar Udara terbesar ¢

Letak kabupaten Maros vang berdekatanndengan Kota Makassar merupakan
potensi bagi pengembangan berbagai kegiatan produksi dan ekonomi di
kabupaten Maros. Secara umum lvas wilayah Kabupaten Maros kurang

lebih 1.619,12 km dan secara administrasi pemerintahan terdiri atas 14
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wilayah kecamatan dan 103 desa/ kelurahan. Kedudukan secara administrat-
administratil berbatasan dengan:
a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep
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meliputi: pangan, kesehatan, pedidikan, pekerjaan, perumahan, air
bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup. rasa
aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk
berpartisipasi dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik. Yang dimaksud
beriman adalah menjalankan ibadah yang telah disyariatkan oleh
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agama, ini mencakup aspek amalan hati, perkataan dan perbuatan dan
tunduk kepada Allah, terhadap perintah dan larangannya. Indikatornya
adalah diaksanakannya nilai-nilai keagamaan bagi para pemeluk agama.
Yang dimaksud Pemerintahan yahg bersih dan profesional adalsh
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pemerintah yang menguasai bidangnya Sl:hingga mampu memberi pe-
layanan yang optimal kepada masyarakat.

5) Efesiensi dan efektifitas: terselenggaranya  pelayanan  kepada
masyarakat dengan pemanfaatan sumber daya secara optimal dengan

hal yang maksimal.
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6) Transparansi: adalah keterbukaan informasi yang benar, jujur dan
tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pembangunan daerah
dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, go-

longan, dan rahasia negara.

1) Meningkatkan pertumbuhan ckonomi rakyat dengan mendorong secara
sungguh-sungguh simpul perekonomian;

2) Mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan melalui penciptaan iklim.
usaha vang kondusif:

3) Penataan biroksasi dan peningkatan kualitas pelavanan publik;
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4) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan:
5) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi
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LANJUTAN™

Unggul diartikan kemampuan dalam mengelola sumber daya vang ada
secara efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan mutu dan kualitas
12 lingkungan serta memiliki keunggulan dari dacrah lainnya dalam hal

pengelolaan lingkungan.




Inovatif diartikan kemampuan untuk mengembangkan halhal baru dalam
hal pengelolaan lingkungan.
Pembangunan berkelanjutan diartikan bahwa adanya upava untuk

ang berwawasan lingkungan un-

ok
A

s
& Wiy
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¢. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Kepala Dinas

Kelompok jabatan
fungsional

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup




B. Hasil Penclitian Akuntabilitas dalam Pengelolaan Limbah Organik di
Kecamatan Camba Kabupaten Maros

Pengelolaan limbah sangat penting untuk mencapai kualitas lingkungan

serta tanggung jawab pimpinan, sedangkan untuk indikator vang kedua adalah
akuntabilitas eksternal yang juga memiliki dua sub indikator sebagai berikut
yakni kebersihan lingkungan kecamatan/kabupaten dan kebersihan lingkungan
masyarakat.

—
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1. Akuntabilitas Internal

Berlaku bagi sctiap tingkatan organisasi internal penyelenggara
pemerintah dimana setiap pejabat atau pengurus publik publik baik individu
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kecamatan camba. Melalui wawancara yang dilakukan bersama ADS
(Kadis Lingkungan Hidup) mengatakan bahwa:

“.Bentuk pertanggung jawabannya pemerintah ini tentu tidak
jauh-jauh dari anggaran, karena ini kita mengelola sampah yang
bukan sedikit, dan anggaran yang kita keluarkan juga tidak sedi-
kit. ya bentuk pertanggung jawabannya kita ini memberikan pe-
layanan yang baik dalam mengelola sampah dan lingkungan
vang sehat dan bersih.” (hasil wawancara 20 Desember 2019)
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Kemudian selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan pada
AZBM (Kabid kebersihan) mengatakan bahwa:

“Kalau pertanggung jawaban menurut saya karena kami sudah

di percayakan dan memang sudah menjadi kewajiban untuk

menjaga kebersihan lidgkungan tentunya dalam pengelolaan

it W organik ini, ya kami bekerja

“..Pertanggung jawabannya pemerintah ity memastikan semua
pengelolaan berjalan dengan baik. lingkungan bersih tidak ada
penumpukan-penumpukan sampah, kemudian kawasan yang
sehat dan indah tentunya.” (hasil wawancara 21 Desember
2019)

Jadi berdasarkan hasil wawancara secara keseluruban di atas bah-

wasannya pertanggung jawaban pemerintah terhadap pengelolaan
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sampah yakni dengan memberikan pelayanan pengelolaan limbah or-
ganik yang baik, tidak ada penumpukan sampah. Lingkungan yang
schat dan indah, serta mampu memberikan manfaat bagi masvarakat

A\
3 :4 - \\\\\‘"h{//

Kebersihan) mengatakan bahwa:

“..Kebijakannya pemerintah dalam pengelola sampah Khususnya
limbah organik sebenarmya sudah dilakukan beberapa usaha
seperti pemerintah akan menyediakan satu TPA untuk tiga
Kecamatan yang memang lokasinya jauh dari TPA Kabupaten
yikni Kecamatan Camba, Cenrana dan Mallawa dan diupayakan
juga mobil sampah untuk antar jemput sampah kemudian juga
sampah-sampah tersebut kita kelola untuk menjadi kompos wa-




laupun belum secara keseluruhan terlaksana..(hasil wawancara
20 Desember 2019)

Jadi berdasarkan wawancara di atas kebijakan pemerintah dalam

mengatasi limbah organik yakni dengan menyediakan TPS Kkhusus
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pah/limbah organik dari masyarakat ini yakni menyediakan truk antar
Jemput sampah, kemudian pembangunan TPS kusus pengelolaan
limbah organik, mengupayakan terealisasinya program pengelolaan
limbah menjadi  kompos menggunakan lalat maggot serta
mengupayakan pembangunan TPA di tiga kecamatan vang jaraknya

jauh dari TPA ksbupaten.
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¢. Berdasarkan indikator akuntabilitas internal, pada akuntabilitas
pemerintah daerah dalam pengelolaan limbah organik di kecamatan

‘camba kabupaten maros. mengenai dengan kebijakan tersebut lantas
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limbah organik yakni adalah tugas dari kepala bidang vang ber-
sangkutan kemudian. juga dilakukan pengawasan dan pelatihan-
pelatihan untuk mengelola limbah organik menjadi kompos yang
memberikan manfaat bagi masyarakat bukan hanya sekedar limbah
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yang harus dibuang. Selanjutnya juga dilakukan wawancara bersama
MA (kabid pertamanan dan keindahan) yang mengatakan bahwa:

“..Pastilah. dilakukan pengawasan kalau ada laporan lagi dari
masyarakat atau pengecekan langsung kelapangan ma:ngcnﬁi ada
timbunan sampah pasti ség angsung ditindak. sama pelatihan
eri - beberapa kebijakan dengan
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tan camba. berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama ADS

(kadis lingkungan hidup) mengatakan bahwa:

*..Kita ada beberapa program mengatasi ini sampah atau tepat-
nya limbah organik, kita ada program vang sudah dari tahun lalu
sudah di anggarkan namun belum keluar karena ada kendala,
vaitu penyediaan TPS khusus untuk pengelolaan limbah organik
dan kita gunakan lalat mogot untuk membuat kompos..” (hasil
wawancara 20 Desember 2019)
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Selanjutnya juga dilakukan wawancara bersama AZBM (kabid
kebersihan) yang mengatakan bahwa:

".Sebenarnya kita ada program untuk mengatasi limbah organik
dan memang sudah arkan oleh pemerintah terkait, namun

Wi\
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organik itu kan tidak ada habisnya dari masyarakat sendiri.”
(hasil wawancara 21 Desember 2019)

Sclanjutnya dilakukan wawancara terhadap beberapa masvarakat
mengenai hal tersebut yakni DF dan AM yang mengatakan bahwa

“...Untuk programnya sendiri pemerintah saya belum tau, ada
program untuk mengelola limbah organik karena memang be-
lum ada realisasi yang dilakukan dengan pemerintah setempat




58

khsusunya kecamatan mengenai program tersebut..”(hasil wa-
wancara 22 Desember 2019)

Kemudian AM mengatakan bahwa:

engelolaan limbah vang langsung di-
camiba ini. kalau diluar dari kecamatan

=, Tidak tau soal pro ora

e. Berdasarkan indikator akuntabilitas internal, pada akuntabilitas

pemerintah dacrah dalam pengelolaan limbah organik di kecamatan
camba kabupaten maros, mengenai pertanggung jawabaan pemerintah
dalam melakukan sosialisasi terkait pelatihan yang diberikan kepada

masyarkat dalam pengelolaan sampah/limbah organik. berdasarkan
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wawancara yang dilakukan bersama ADS (kadis lingkungan hidup)
mengatakan bahwa:

“..Tentu ada sosialisasi yang dilakukan oleh pegawai dinas
lingkungan kepada masyarakat, jangankan masyarakat kamipun
‘memberikan sosialisasi adap anak sekolah bagaimana cara
mengelola limbah g t menjadi manfaat bagi mere-
ka dan masy asil wa

sosialisasi

atan camba.

Kemudian berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama MA
(kabid pertamanan dan keindahan) mengatakan bahwa

“.Untuk program seperti ini yang membutuhkan partisipasi

masyarakat, dan masyarakat memang menjadi sasaran dalam hal

ini tentu akan dilakukan sosialisasi.” (hasil wawancara 21
Desember 2019)




Selanjutnya juga dilakukan wawancara kepada beberapa masyarakat
daerah setempa mengenai sosialisasi yang diadakan olch pemerintah
daerah mengenai pengelolaan limbah organik vakni dengan ISA dan

pah di

-

kecamatan ini setau
mber 2019)
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memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dalam mengelola limbah

organik. Selanjutnya mengenai kebijakan pemerintah terkait dengan
pengelolaan limbah sampah sangat menjadi perhatian dikarenakan
menyangkut keschatan dan kenyamanan lingkunan, adapun beberapa
kebijakan pemerintah dalam mengelola sampah/limbah organik dari

masyarakat ini yakni menyediakan truk antar jemput sampah. kemudi-
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an pembangunan TPA pada tiga kecamatan yang jaraknya jauh dari
TPA kabupaten. penyediaan TPS khusus pengelolaan limbah organik,

pengelolaan limbah menjadi kompos menggunakan lalat magot.

masyarakat tidak tahu akan program pengelolaan limbah organik yang
akan dilakukan oleh pemerintah dikarenakan belum adanya realisasi

atau kegaiatan mengenai hal tersebut di kecamatan camba, dan sosial-
isasi sebelum mengadakan pelatihan-pelatihan mengenai pengelolaan
limbah organik. baik itu pada masyarakat setempat dan khususnya




tingkat kecamatan menjadi pelajaran dalam membuat kompos, namun
untuk kecamatan camba sendiri belum adanya sosialisasi dikarenakan

program tersebut belum diterapkan di kecamatan camba, dan ber-

dasarkan wawancara bersama sasyarakat menunjukkan bahwasannya

pemerinta pemerintah
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menganggu mata tapi ada hau busuk vang di keluarkan, tentu
siapa saja yvang disekitaran penumpukan sampah merasa tidak
akan nyaman, kemudian lagi penyebaran penyakit sangat mudah
sekali dengan penumpukan sampah tersebut..(hasil wa-
wamneara 20 Desember 2019)

Kemudian selanjutnya wawancara yang dlakukan bersama AZBM (kabid

kebersihan) mengatakan bahwa:
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“..Penumpukan sampah ini tidak ada dapak positif yang ditim-
bulkan semuanya dampaknya tidak baik. dari menganggu ken-
yamanan, udara tidak segar yang dihasilkan, kemudian penyakit
sangal mudah menyebar oleh sebab itu pemerintah ini harus
sigap dengan penumpukan-penumpukan sampah seperti i,
(hasil wawancara 20 Desgmber 2019)

Berdasarkan hasil
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vakni MI dan AM mengenai dampak penumpukan sampah yakni :
*..dampaknya bau tidak sedap yang timbul apa lagi musim hujan

begini, kemudian udara tercemar sehingga penyakit itu tersehar
melalui udara..” (hasil wawancara 22 Desember 2019)

Kemudian AM mengatakan :




“.Dampaknya ke masyarakat tentunya, penyakit dacrah
penumpukan sampah menjadi banyak, pencemara lingkungan
seperti bau tidak sedap..” (hasil wawancara 22 Desember 2019)

Jadi berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai dampak dari
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“.Kalau untuk saat ini memang kita mengelola limbah organik
ini  kita masih menggunakan cara tradisional  belum
menggunakan alat. tapi insya Allah kedepannya kita akan
menggunakan mesin untuk menghemat waktu..” (hasil wa-
wancara 20 Desember 2019)

Kemudian selanjutnya wawancara dilakukan bersama AZBM (kabid
kebersihan) mengatakan bahwa:
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“..Kita masih mengelola limbah organik ini dengan cara manual.
karena belum ada mesin kompos yang kita punya tapikan yang
penting ada usaha untuk mengolah limbah itu sudah sangat baik
untuk lingkungan saya kira.(hasil wawancara 20 Desember
2019)

Berdasarkan wawancara di atas

oleh pemerintah kab // \
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pemerintah daerah dalam pengelolaan limbah organik di kecamatan

camba kabupaten maros, mengenai metode-metode vang diterapkan
untuk mengella limbah khususnya limbah organik. Berdasarkan wa-
wancara bersama ADS (kadis lingkungan hidup) mengatakan bahwa:

“.Unwk metode-metode khusus itu tidak ada, metode mengel-
ola limbah organik Cuma Kita pisahkan saja mana limbah or-
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ganik dan anorganik. sampah plastik kan di daur ulang
metodenya beda butuh mesin, kalau untuk organik cukup di-
masukkan ke wadah kemudian dicampur dengan bahan-
bahannya sederhana saja..(hasil wawancara 20 Desember 2019)

Kemudian selanjutnya dari wawangara bersama AZBM (kabid kebersi-

han) mengatakan bahwa:
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Jadi berdasarkan hasil wawancara di atas yakni metode yang digunakan
dalam pengelolaan limbah tidak ada penanganan secara khusus, pengel-
olaan limbah organik yakni selayaknya proses kompos manual dengan

memisahkan sampah organik dan anorganik kemudiah diproses menjadi

kompaos.
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. Berdasarkan indikator akuntabilitas ekternal, pada akuniabilitas
pemerintah daerah dalam pengelolaan limbah organik di kecamatan

camba kabupaten maros, mengenai pengelolaan limbah organik telah
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bersama MA (kabid pertamanan dan keindahan) mengatakan bahwa:

“..Pengelolaan limbah ini memang sudah ada sejak satu tahun
keluarnya ini program, tapi memang belum ada realisasi yang
betul-betul ini program baru sekedar nama, dan penerapannya
baru disekolah, dan daerah Kalau untuk kecamatan belum.”
(hasil wawancara 21 Desember 2019)
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Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai pengelolaan limbah or-
ganik belum diterapkan pada kecamatan-kecamatan di karenakan
pemerintah masih kekurangan media untuk pembuatan kompos. realisasi
baru dilakukan pada sckolah-sekoldhdan lingkungan pemerintah daerah,

ki

da indikator akuntabilitas ek-

stode vang

digunakan dalam pengelolaan limbah tidak ada penanganan secara khu-
sus, pengelolaan limbah organik yakni selayaknya proses kompos manual
dengan memisahkan sampah organik dan anorganik kemudiah diproses

menjadi kompos. Serta mengenai pengelolaan limbah organik belum dit-

erapkan pada kecamatan camba di karenakan pemerintah masih keku-




rangan media untuk pembuatan kompos, realisasi baru dilakukan pada
sekolah-sekolah dan lingkungan pemerintah daerah.
C. Pembahasan Hasil Penelitian

kegiatannva secara pe
lu, Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi
Pemerintah (AKIP)

2. Indikator akuntabilitas eksternal mengenai dampak dari penumpukansampah
Khususnya limbah organik ini yakni meganggu kenvamanan dan aktivitas

masyarakal dalam melakukan kegiatan schari-hari, sangat tidak enak dipan-
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dung dan juga menimbulkan pencamaran udara dan menimbulkan bauh
yang tidak sedap. kemudian penyebaran penyakit sangat mudah, bakteri dan
‘virus menyebar dengan cepat sehingga menjadi tempat perkembang biakan

penyakit. juga menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk aides yang me-

nyebabkan demam berdarah ¢ A
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Jadi berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan vakni berdasarkan dua

indiaktor pada akuntabilitas
l. pada indikator akuntabi an bahwasannya per-

akni dengan
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penumpukan sampah khususnya limbah organik ini vakni meganggu

kenyamanan dan aktivitas masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-
hari, sangal tidak sedap dipandang dan juga pencamaran udara dari udara
tidak segar dan bau tidak sedap yang muncul, kemudian penyebaran

penyakit sangat mudah, bakteri dan virus menyebar dengan cepat sehingga

penyakit bertumbuh dengan baik, menjadi tempat berkembang biaknya
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nyvamuk aides yang menyebabkan demam berdarah dan beberapa penyakit
lainnya. pengelolaan limbah organik belum menggunakan mesin melain-
kan masih menggunakan cara tradisional atau masih cara manual untuk

mengolah limbah organik menjadi kémpos dikarenakan pemerintah belum
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